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SALINAN

M=ZNTERI DALAM NEGERI
REPUEBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDON=ZEIA

NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN CAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAE TAHUN 2CZ21

Menimbang

Mengingat |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan kezentuan Pasal 12 ayat (S
Peracuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2C17 tentarg
Pembinaan dan Pengawasarn Penyclenggaraan “zmerirahsrn
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Delam Neger:
tenteng Perencanaan Fembinazar can Pengawesar

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerzh Tahun 2021;

1. Pesal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Rerublik
Indones:a Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomo- 39 Tahun 2003 tentarg
Kementerian Negara (Lembaran Negare Repu.roiik Indonesia
Taaun 2008 Nomor 165, Tamktaharr Lemba-an Negare
Eepublik Indonesia Nomcr 4916;;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentacg
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahap Lerzparar
Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimara
telah beberapa kali diukah, terakhir dengan Urndang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perckehan Xedua



Menetapkan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg
Pemerintahan Daerah  Lemberan Negara Xepublik
Irdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta:nbahan Lerkaranr
Negara Republ:k Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Takun 2017 tentarg
Pembinsan dan Pengawasan Peryelenggeraar
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Xerublik
Indonesia Tahun 2017 KNomor 73, Tambahzn Lemkaran
Negara Republ-k Indonesia Nomor 6041 ;

5. Peraturen Presiden Nomor 11 Tahun 2015 teatarg
Kermenterian Dalam Negeri (Lembarean Negara =Xerublik

Irdonesia Tahun 2015 Nemor 22):

MEMUTUSKAN:
PERATJRAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENVELENGGARAAN PEM=ZRINTAHAN DAERA= TAHUN
2021

Pasal 1

Dalam Perazuran Menteri ini vang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pembinaar acaleh rencana pembinazanr
penyelenggaraan pemerintehar caerah.

2. Perencanaan Pengawasan acaleh rencana pengawaszanr
penyelenggaraan pemerintehar. caerah.

3. Pembinzan dan “engawasan Penyelenzgarazr
Pemerintahan Daerah adalah usahs, tiadaka=, dzar
kegiatan yang ditujukan tuntuk menjamin penyelenggarazr
Pemerintahan Daerah ber-alan secara efisien dan efek-it
sesuai dengan ketentuan pzsraturer peruncarg-unda=gar.

4. Menteri adalah menteri vang menyelenggarzkar _ruszr
pemerintehan dalam negeri.

S. Kementerianacalah kementerian yang meny=lenggzrakar

u-usan pemerintahan daiam negeri.



Pzsal 2
(1) P=rencanaan Pembinaan dan Pergawase~

Penyelenggaraan  Pemerintakan DaerahTahun  20Z1

meliputi:

a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggerasr
Pemerintalkan Daerah vang d:susun bertasis pricritas
dan risiko;

b. sasaran pembinaan dan pengawasan peryelenggarasr
pemerintahan daerah; dan

c. jadwal pe.aksanaan pembinaan dan pengewaszar
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Fckus pemktinaan den  pergawasan  sebagesimare
dimaksud pada ayat (2) dengan Zema “Mengawal < {lima;

Arahan Presiden”.

Pzsal 3

(1) Perencanaan Pembinaan sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dijaparkan dalam kentuk Iokus.
sesearan,dan jadwal pembinaar umum dan pembDinasr
teknis, meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan; dan
b. penelitian dan pengemkangan.

(2) Perencanaan Pengawasar. sebagaimara dimzksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dijabarkar. dalam bentuk:
a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kera

pengawasan umum dar pengaweasan zeknis:
b. fokus dan sasaran pengawasar. kepala daerah ternadeg
- perangkat daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan.

(3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada evaz (1

da= ayat (2) hu-uf cditetapkan der.gan Keputusan Menteri.

Pasal 4
Uraian Perencanaan P=mbinaan dan Pengewesar
sebagaimand dimaksud dalem Pasa. 3 ayat (1) dan evat (2!
huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampirar yang
merupakan bagian tidak ternisahkan dari Peraturan Merter

ini.



Pzasal 5
Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaar dar
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintanan Dszeran Tanurn
2021 oersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daeran prov:nsi; den

c. anggaran pendapatan dan belanja daeran kabugatsn, zota.

Pzsal 6
Peraturan Menteri ini mulai Dbderlaxa pada tanggal

diundangkan.



Agar setieap orang  mengetahtinya, memerintzhkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengen penemrpratannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarza
pada tanggal € April Z02C

MENTERI DALAM N=ZGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAV_AN

Diundangkar: di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 3%8.

Salinan sesuai dengan aslinya
pala Biro Hukum




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM  NEGERI
REPUBLIK INDCNESIA

NOMOR 23 TAAIN 2C20

TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 202°-

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAANPEM=ZRINTAHAN DAEFAH TAAJUN 2021

[. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN PENYZLENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

A. Pembinaan Umum

Fokus dansaseranpembinaan umum dilakukan cleh un:t kera di

lingkungan Kementer-an Dalam Negerisesuai dengan fungs: dzr

kewenangannye ke Daerah Provinsi can Perangkat Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat ke Daeran Kebiupaten:Kcta. Pempinazx

dilakukan dalem bentuk:

1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:

a.

hale)

penerapan standar pelayanar minimal di das-ah, dengzar
sasaran 48 angkatar. aparatur pemerir-tah daerah;
pengembangan kompetensi bagi pimpinan daeran, DPRD, dzx
pejabat strategis, dengan sasarar. 51 angkatar;

pengembangan kompetensi ternaga ksciklatan, dergan saserzr
18 angkatan aparatur pemerintan daerzh;

pengembangan kompetensi t=knis substantif pemerirtahzr
delam negeri bagi aparatur sipil negara pemerintah caerean.
dengan sasaran 59 angkatanaparatur pemerintah caeran;
pengembangan kompetensi kepemongprajaar dar administras:
pemerinzahan, dergan saseran 51 argkatan aparatur

pemerintah daerah;

f.pengembangan kompetensi fungsional binaan <ementerian dalamx:

negeri, dengan sasaran 49 angkatan aparazur pemsr:ntzh

daerah.



g. sertifikasi sebagai master pelatih daa pelatih peningketan
kapasitas aparatur desa, dengan sasaran 300 orzng aparatur
pemerintah daerah;
h. pengembangan kompetensi perencanaan, pengendzlian, evzluasi
dan informasi pembangunan caerah, dengan sssaran 380C
¢ orang aparatur pemerintah daerah;
i.penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan
pendidikan politik, dengan sasaran 23C0 orang;

j.pengembangan kompetensi kewaspadaan dini dan deteks: cirmi,
dengan sasaran 2000 orang;

k. pengembangan kompetensi evaluator APBD, dengar: sasarzn 102
orang; dan

l.pengembangan kompetensi pejakat fungsional peneliti zaden
penelitian dan pengembangan daerah, dengan sasarzn 34
pemerinzah daerah provinsi.

2. Penelitian dan Pengembangan, mel:puti:

a. penguatan inovasi daerah, dengan sasaran 34 daerah provisi;

rekomendasi hasil penelitiar dan pengembangan sebags:

vo

masukan kebijakan di bidang otonomi daerah dan pemeriztanzr
desa, dengan sasaran 2 rekomendasi dar: 2 pemerirzah daerah;
c. indeks pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran 34 Zaerz::
provinsi.
d. inovési Sistem Pemerintahan Berbas:s E_ektronik (SPBE) cengzn:
| platforma sistem informasi layanan :novas: daerah, cengzrm
sasaran 34 caerah provinsi; dan
e. kelembagaan penelitian dan pengembangandaerah aengzz
kategori "utama", dengan saseran &Z daerah provins: dzr
kabupaten/kota.
B. Pembinaan Teknis
Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja =i
lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuza:
dengan fungsi dan kewenangannya ke Daerah Provinsi dan Perzagkzat
Gubernur sebagaiWakil Pemerintah Pusat ke Daerah Kamupater:.'Kotz.
Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
1. Pendidikar. dan Pelatihan, meliput::
a. Bidang Kesehatan, dengan fokus meliputi:

1) pelatihan kegawatdaruraten maternal neonstal, cerger



sasaran dokter can perawat di unit gawat daruratr roman
sakit umum daerah;

2) pelatthan pos pembinaan terpadu urttk penvakit -idex
merular, dengan sasaran tenaga kesehatan rusat kesenztan
masyarakat;

3) pelatihan komunikasi perubahan perilaku, dengan szsaran
tenaga kesehatan pusat kesshatan masyzrakeat.

4) pelatihan sanitasi total berbasis masyaraxat stuctng,
dengan  sasarantenaga  kesehatan  pusa:  kesehztan
masyarakat; dan

S) pelatihan konseling menyusui dengan sasaran tenags
kesehatan puset xesehatan masyarzkat.

b. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlincuinger
Masyarakat, dengan fokuspengelolaar manajemer. sumbper dayz
manusia yang sesuai standar dan sasaran 34 Demerrter
daerahprovinsi.

c. Bidang Administrasi Kependicukan dan Pencetatan Sipil.

+ dengan fokuspeningkatan statts dar kuszlitas sumber cayz
manusia pengelcla sisterc informasi administras:
kependucukandan sasaran 548 pemerintah daeralr den
Perwakilan RI di 20 negara.

d. Bidang Pemberdayzan Perempuan dan Perlincungan Anax,
dengan fokus meliputi:

1) pengarusutamean gender dan perencanaan der
penganggaran yeng resporsif gender, dengan sasaran &4
pemerintah daerah provinsi;

2) pendataan dan manajemen kasus «ekeresarn, dengar
sasaran lembaga layanan di pemerirtah dzerek provinsi: dan

3) konvensi hak anak, dengan saseran pemerintah caerah
provir:si.

t. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengar:
fokus jumlah sumber daya manusia aparatur car texnage
program yang mengikuti perdidikar /pelatihan dan saserenr
34.900 orang pesertea.

f Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dengen ickus
pelatihan peningkatan kompet=asi sukstansi aparatur pembirea

koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerek dan saszsrar



aparatur di daerah.

g. Bidang Statistik, dengan fokus meliputi:

-)

s 2

diklat fungsional Prakom tingkat terampil, dengan szsaran
calon fungsional Prakom tingkat terempil.

diklat fungsional Prakom tingkat ahli, dengan sasaran celen
fungsional Prakom tingkat anli dan Prekom terampil ya=g
akan naik ke jenjang ahlj;

diklat fungsional statistisi tingkat terampil, dexzgan szsaran
calon fungsional statistisi tingkat terampil; dan

diklat fungsional statistisi tingkat ahli, dergan sasaran calcn
fungsional statistisi tingkat ahli dan statistisi terampil ya=g

akan naik ke jenjang ahli.

h. Bidang Persandian, cengan fokus meliputi:

-)

i)

pembentukan Cyber Security inciderit Response Tecm (CSIRT)
dengan sasaran CSIRT pada 8 dinaskomunikasi dan
informasi Pemerintah Provinsi: Aceh, Bengkuiu, _“amz,
Sumatera Selaten, Riau, Kalimaatan Tengan. Sulawesi
Tenzah, Maluku;

pengembangan kompetensi sumber daye manusiadaerah d:
bideng persandian dan keamanan siber dengs= sasarzn 3C
aparatur sipil negara lulusan pelatikan k=2amanan siber paca
dinaskomunikasi dan informasi daerah; can

peningkatan kompetensi sumber daya manusiaper.geiolasn
keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE}
dan CSIRT dengan sasaran 100 aparatur sipi- negare v use=
peletihan pengelolaan keamanan SPBE dan CSIRT pacs

dinaskomunikasi dan informasi daerah.

i.Bidang Perpustakaan, dengan fokus pendid:kan car pelatiha=

kepustakawanan dan sasaran jumlah peningkatar pustexawz=

sesuai dengan standar, tersertifikasi, dan berkompezer:.

‘
j-Bidang Kearsipan, dengan fokus meliputi:

1)

diklat pengangkatan fungsional arsiparis dengan sasera—
calcn fungsional arsiparis untuk tingket ahli atat tngkat
terampil; dan

diklat penenjangan fungsional arsiparis dermgan saserzn
fungsional arsiparis tingkat terampil yang aken nak ke

jenjang tingkat ahli.
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k. Bidang Pertanian, dengan fokus meliputi:

Z) pelatihan vokasi bidang perzanian dan pelatihan mencukirng
program prioritas pembargunan pertanian peningketan
produksi dan produktivitas komoditas pertanie=, cayes seing

‘ dan eksport), dengan sasaran aparatur (petugas, peebat

fungsional dan struktural dan non aparatur (pengurus
POKTAN dan GAPOKTAN) dan stakenolder pertanian lairnyz;

2) sertifikasi pertanian, dengar sasaran mahasiswe Polbeng-ar,
siswe dan siswi SMK-PP, pelaku wusalka, aparatur sizil
negara, petani;

3) peny=lenggarakan pendidikan vokasi paca polizekrik
pembanguran pesrtanian, dengan sasaran siswa luusan
SMEK-PP dan SMA diutamakan putra/putri petani; dan

4) penumbuhan wirausahawan muda pertanian, dengan
sasaran siswa SMKPP, Polbangtan, alumni Po.bangtz= dan
perguruan -inggi mitra.

l.Bicang Erergi dan Sumber Daya Mineral, dengan fokus meliruti:

‘ Z) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas snerzi
sumber daya mineral d: daeran wuntuk mengevaluasi
dokuamen studi kelayakan perusahaar tampang, dengan
sasaran 20 orangpeserta dari dinas energi sumber daya
mineral seluruh Indonesia;

2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas energ:
sumber dayva mireral di daerah untuk menghit:ng beszrnya
jaminan yang harus di jaminkan oleh perusahaar zambang
dalem rangka reklamasi dan penutupan tambarg dengsn
sasaran 20 orangpeserta dari dinas ensrgi sumber dayza
mineral seluruh Indonesia; dan

3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas enerz:
sumber daya mineral di daerah untuk meageva.uasi rencana
kerja dan besarnya anggaran yang aker dilekuker
pertsahaan tambang satu tahun kederan dengan ssserarn
20 crangpeserta dari dinas energi sumber caya minera.
seluruh Inconesia.

m. Bidang Perdagangan. dengan fokus meliputi:

1) pengelolaan pasar bagi aparatur perdagangan dan dinas

pasar di daerah, dengan sasarar aparatur dinas



n.

3)
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perdagangan dan dinas paser yang telah di revitzlisasi paser;
pemahamen RCO bagi pejabat penandatangaa surat
keterangan asal di daerah, dengan szszran aparatur dinas
perdagangan yang menandatangan: surat keterangar asal,
dan

manajemen operasional pengui mutu barang, dengan

sasaran fungsional penguji mutu ba-ang.

Bidang Perindustrian, dengan fokus me:iputi:

1)

mer.ingkatkan kemampuan para pembire industri di pusat
dan daerah berupa pengetahuan serta wawasar Didarg
industri dalam proses pembangunan sektor irdustri
nasicnal, dengan sasaran pembina industri meliput: staf,
eselon IV, Eselon III dan Eselon II;

mermbuat, mengimplementasikan, Can —mengevzluasi
kebijakan yang terkait dengan sektor industri, cengan
sasaran aparatur pemerintan daeral:; dan

meryamakan bahasa dan pengertian tentanz tugas dan
peranan penyuluh perindustrian dan perdsngan <alam
melaksanakan penyuluhan :ndustri yang berkepribadia= -dan
mempunyai keahlian serta peagetanuar sesuai cengan
kebutuhan kelancaran pembinaan dar pengemktangan

industri dengan sasaran peryuluh industri.

2. Penelitian dan Pengembangan, meliputi:

a.

Bidang Pendidikan dengan fokus akreditasi satuan pendidikan

dan sasaran satuan pendidikan formal, PAUD dan PNGF.

Bidang Tenaga Kerja, dengan fokus dan sasarzan meliputi:

1)

penyusunan rencana tenaga kerja daeran, dengan sasarzn
tersusunnya perencanaan t=r.aga kerja daerah (provins: dzn
kabupaten/kota);

pengisian wajib lapor ketenagakerjaan (Sinlapnaker), cengzn
sasaran tersedianya data wajib lapcr ketenagskerjaar d:

pertsahaan; dan

3) Jjoin research dengan badan penelitian <zn pengembengzr

daerah dan perguruan tinggi, dergan sasaran terjelinnye
kerja sama penclitian di bidang ketenagakerjaan antere
pemerintah  pusat dengan badan  penelittan dar

pengembangan daerah provinsi dan lemzaga peneltiean der
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pengabdian masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinctngan Anexk,

dengan fokus meliputi:

1) kajian penanggulangan kemiskinan vyang oDerperspektf
gencer, dengan sasaran instans: pusa: dar pemerirtan
daerah provinsi dan kabupaten/kotz;

2) kajian pembangunan keluarga, dengan sasszran insrians:
pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kazipater '<otz;
dan

3) Kajian Peran Kelembagaan Pemberdayaan Perempuen dan
Perlindungan Anak, dengan sasaran satuan kerja perzngkat
daerah yang membidangi urusan pembercayaar pererpuan

dan perlindungan anak.

d. Bidang Lingkungan Hidup, dengan fokus penerapar iimu

é

€.

pengetehuan dan teknologilingkungan hidup dex kehutanan
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan szsaran
peneraran ilmu pengetahuan dan teknologilinglangan kidur
den kehutanar. untuk meningkatkan kapasitas masvarakeat
Bidang Perhubungan, dengan fokus meliputi:

1) konektivitas dan aksesibilitas dengen szsaran pemeri=tan

daerah;

»

peningkatan  pelayanan transportasi dengan  sasaran

pemerintah daerah;

3) keselamatan dan keamanan transportasi dergan sasarern
pemerintah daerah;

4) peningkatan pelayanan transportesi untuk pariwisatz (bzl
baru} dengan sasaran peme-intah daerah;

5) logistik dengan sasaran pemerintah daerak;

6) peleyanan transportasi untuk daerah 37 dengan saszra=
pemerintah daerah; dan

7) sumber caya manusi transportasi dengan sasarem

pemerintah daerah.

f.B:dang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, <engan fokts

sinkrorisasi kebijakan perlindungan usaha mik-o kecil
menengah dan koperasi serta kemudahan berasaha dan szszrar
dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikrc kecil

menengah tingkat provinsi dan <abupaten/kota.
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g. Bidang Statistik dengan fokus pen’slasan norma, standar,
prosedur, dan kriter:akegiatan statistik sektoral di provias: dan
sasaran wali data dan produser. data di daeran.

&. Bidang Perpustakaan, dengan fokus me:iputi:

") pengzelolaan perpustakaan tingkat caeran
provinsi/kabupaten/kota dengan sasararrasio keters=diaan
kolexsi perpustakaan perkapita penduduk;

2) pemrbinaan perpustakaan dengsn sasaranpen:ngkatan
indeks budaya baca;

3) penzembangan koleksi budaya etnis rusantara dan
pelestariarr naskah kuno milik caeran provinsi cengan
sasaran persentase koleks: budaya etris nusantara vazg
terkelola dan/atau dilestarikan;

4) katalog dan bibliografi daerah cengan saszran ‘umlan
katalog incuk daerah yang terhimpun; dar

S5) dana alokasi <husus sub bicang perpustaksar ci
provinsi/kabupaten/kota oleh Inspektorat —~enderzal
kementerian/lembaga pemerintah nonksmenterian cengan
sasaran jumlah gedung perpustakazn sesuai cengan
stardar.

1.Bicang Kearsipan, dengan fokus meliputi:

2) kajian kearsipar. tentang kebencanaan. dengan sasaran
kesiapan lembaga kears:pan daerah ci
provinsi/kabupaten/kota dalam mengelcla ars:p terdeampzk
benzana;

2) kajian keersipan tentang warisan budava bangsa cengan
sasaran pengelolaan arsip sebagai warisen budaya daerzh ci
lemnaga kearsipan daerah provinsi/xabupaten/xota; dan

3) kajian kearsipan tentang preservasi a-sip digital cengan
sasaran terkumpulnya data/informasi di .embega kearsipan
daerah di provinsi/kabupat=n/kcta dalax perlindurgar dan
penyelamatan arsip digital.

j.Bidang Pertanian, dengan fokus komunikesi da= koorzZinas:
diseminasi incvasi teknologi pertaniar dan sasaran pe=vulun
pertanian di 34 provinsi.

k. Bidang Kehutanar, dengan fokus implemsentasi il

pengetahuan dan teknologi hesil hutan, jasa lngkungar, dz=
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keanekaragaman hayati dan sasaran xelompok mesvaraxat ci

pemerintah daerah terpilih.

1. Bidang Energi dan Sumber Daya Minerel, cengan Ioxus

&

pemutakhiran data potensi energi baru terbarukan mikrohidre,

angin, biomassa) dan sasaran meliputi:

1) terssdianya data pengukuran potersi energi bara
terbarukan;

2) terssdianya peta potensi energi baru terbarukan; dan

3) membantu daerah yang ingin meng=embangkar. pemaniaatan
sumber energi terbarukan.

Bidang Perdagangan, dengan fokus meliputi:

1) pemantauan harga dan stok bzhan kebutuhan pokck
merjelang hari besar keagamaan nasioral, dengan sesaran
inflesi bahan pokok daerah terkendeli;

2) pemetaan produk potensia. ekspor daerah darz hamkztar-
hambatan ekspor di pasar internasional, derngan szsaran
meringkatnya ekspor daerak; dan

3) pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan
perdagangan di daerah, dengan sasaran meningkstnya

perlindungan terhadap konsamer:.
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II. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. FOKUS, SASARAN, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJAPENGAWASAN UMUM
Fokus, sasaran, indika¢or, dan langkah kerja pengawasan umum éilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenserian Dalam
Negeri ke Daerah Provinsi dan Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke Daerah
Kabupaten/Kota.
Fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerjapengawasan umum meliputi:

1. Aspek Pembagian Urusan

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Penataan Percepatan Pembinaan dan pengawasan | Periksa upaya vyang dilakukan oleh
Wilayah dan | penyelesaian batas desa | oleh Gubernur, | Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka
Pembangunan Bupati/Walikota  terhadap | penetapan dan penegasan batas desa.
Daerah penetapan dan penegasan

batas dcsa




2. Aspek Kelembagaan Daerah
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Reformasi Benataan Kelembagaan | Penataan kelembagaan dan | 1) Periksa apakah tipologi/klas#¥ikasi dan
Rirokrasi dan Kepegawaian | kepegawaian daerah sesuai uraian tugas Inspektorat Daerah, RSUD,
Perangkat Daerah | dengan ketentuan dan RSKD sudah sesuai dengan PP 72
Provinsi dan | perundang-undangan. Tahun 2019; dan
Kabupaten/Kota 2) Periksa mekanisme pengangkatan dan
pemberhentian pada Inspcktorat Dacrah
dan Inspektur Pembantu daerah sudah
sesuai dengan PP 72 Tahun 2019.
3. Aspek Kepegawaian pada Perangkat Daerah
Fokus Sasaran ‘ Indikator Langkah Kerja
Pembangunan Penerapan Jabatan | tingkat kualitas pembinaan |1. periksa formasi dan keadaan
Manusia Fungsional Satpol PP, | masing-masing jabatan eksistingmasing-masing jabatan
Pemadam = Kebakaran | fungsional fungsional,
dan P2UPD 2. periksa  penerapan BOP, sailana  dan
prasarana Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran  scsuai dengan — Standar
Pelayanan Minimal; dan
3 Periksa sinergi pelaksanaan tiigas P2UPD




4.
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
- - - dan Auditor.
Aspek Keuangan Daerah - -

Fokus Sasaran Indikator LLangkah Kerja

Transformasi Kebijakan peningkatan | Peningkatan dan | 1) Periksa perhitungan Pendapatan Asli
LCkonomi pcndapatan asli dacrah | pcmanfaatan pcndapatan Dacrah;
asli daerah. 2) Periksa pencapaian target pajak dan
retribusi; dan

3) Periksa pemanfaatan atas Pendapatan

Asli Daerah.

Kebijakan Pengelolaan | Pemanfaatan BMD dalam |1) Periksa aset yang dimanfaatkan oleh
Barang Milik Daerah rangka meningkatkan PAD. pihak ketiga

2) Periksa  pemanlaatan asel tersebul

apakah dapat meningkatkan PAD

Kcbijakan Denerimaan | ’endirian BUMD  scsuai | 1) Periksa apakah BUMD telah memberikan
Daerah dari Kontribusi | dengan tujuan pembentukan manfaat bagi perkembangan
BUMD perekonomian daerah.

2) Periksa apakah BUMD telah memberikan

kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/alau jasa yang bermutu bagi

pemenuthan hajat hidup masyarakat
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
3) Periksa apakah BUMD telah berorientasi
- - pada laba dan atau keuntungan.=
Pembinaan Akuntabhilitas 1) Konsistensi kebijakan | 1) Periksa hasil pembinaan dan pengawasan
Pengawasan pengelolaan keuangan pusat dan daerah dalam Kepala Daerah terhadap dokumen
Pcnyelenggaraan | desa dan  lkelurahan rangka  menuju desa perencanaan dan anggaran desa.
Pemerintahan (Provinsi ke mandiri. 2) Periksa hasil tindak lanjut pembinaan
Daerah Dan | Kabupaten /Kota) dan pengawasan Kepala Daerah terhadap
Desa ‘ dokumen perencanaan dan anggaran
2) Kepatuhan pemerintah desa.
daerah dalam | 1) Periksa tugas Gubernur sebagai Wakil
implementasi DAU Pemerintah Pusat dalam melaksanakan
tambahan kelurahan. pembinaan dan pengawasan
pembangunan sarana dan prasarana
kelirahan dan pemberdayaan
masyarakat yang efektif.
5 Aspek Pelayanan Publik di Daerah
IFokus Sasaran Indilcator Langlcah Kerja
Peningkatan Penyederhanaan 1) Penyederhanaan jenis | 1) Periksa apakah telah dilaksanakan

Pelayanan Publik | Perizinan

dan

pelayanan Perizinan  dan

penyederhanaan jenis pelayanan
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
dan Kemudahan | Kemudahan Nonperizinan,; perizinan dan non perizinan;
Berusaha dan | Bermsaha/investasi 2) Penyederhanaan presedur | 2) Periksa penerapan penyederhanaen jenis
Investasi scrta Izin Lolasi pelayanan  Perizinan dan pelayanan dan prosedur.

Nonperizinan
6. Aspek Pembangunan Daerah

Fokus Sasaran Indikator l.angkah Kerja
Pembangunan Integrasi Sistem | 1) Tersedianya informasi | 1) Periksa Informasi Pembangunan Daerah
Infrastruktur/ Intormas1 Pemerintahan pembangunan daerah; telah  memuat: data  perencanaan
Sarana Daerah 2) Tersedianya informasi pembangunan daerah, analisis dan Profil

keuangan daerah;

3) Tersedianya informasi
pemerintah daerah
lainny:a

2)

3)

Pembangunan Daerah; serta informasi
perencanaan pembangunan daeral;
Periksa Informasi Keuangan Daerah telah
memuiat data yang lengkap;

Periksa Informasi Pemerintahan Daerah
Lainnya telahh memuat. infoimasi LPPD,

informasi EPPD, dan informasi Perda.
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Aspek Kerja Sama Daerak - -
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Transformasi Kebijakan Peningkatan |1) Meningkatnya PAD. 1) Periksa dokumen kerjasama antara
Elkonomi daya saing  daerah |2) Terbukannya lapangan Pemda dan Pihak Terkait.
melalui kerjasama pekerjaan bagi | 2) Periksa progres hasil kerjasama terhadap
pengembangan ekonomi masyarakat. pcningkatan PAD dan Kesejahteraan
Masyarakat.
Aspek Kebijakan Daerah
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Penyederhanaan | Harmonisasi kebijakan | Tersedianya produk hukum | Periksa tindak lanjut atas hasil evaluasi
Regulasi atas Peraturan Daerah, | daerah terkait pajak dan | produk hukum daerah dari kementerian.

Pajak  Daerah, dan
Retribusi daerah dalam
rangka memberikan

kemuidahan investasi

tetribusi daerah yang dapal
memberikan kemudahan

investasi.
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B.FOKUS, SASARAN, INDIKATOR; DAN LANGKAH KERJA PENGAWASAN TEKMIS -
Fokus, dilakukan  oleh

Kementerian/LembagaTeknis ke Daerah Provinsi selaku Perangkat Gubernur sebagai Wakil

sasaran, indikator, dan langkah kerjapengawasan teknis Inspektorat  Jenderal

dan Inspektorat Provinsi
Pemerintah Pusat ke Daerah Kabupaten/Kota, yaitir

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

4)

kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eklusif

Pcrsentasc bayi baru lahir

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pengawasan Ibu Hamil dan anak| 1) Persentase Ibu Hamil | 1) Periksa bahwa alokasi anggaran, target
Penurunan usia 0-2 tahun Kurang Energi Kronik sasaran dan target lokus tet kaitk stunting
Stunting yang mendapat makanan telah mendukung program percepatan
Tambahan penurunan stunting
2) Perscntasc  Ibu  Hamil | 2) Perlksa bahwa penyusunan Norma,
yang mendapat Tablet Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Tambah Daerah (TTD) 90 telah disusun secara efektif dan efisien.
tablet selama masa | 3) Periksa bahwa perencanaan pengadaan
kehamilan barang terkait penurunan stunting telah
3) Persentase  bayr usia telah berdasarkan kebutuhan.

Periksa pendistribusianhasil pengadaan

barang dari pusat keprovinsi, dari

provinsit ke Kab/Kota dan  dan




-22 -

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

mendapat inisiasi
Menyusu Dini (IMD) &

5) Persentase balita kurus
yang mendapat makanan
tambahan

0) Persentase remaja Putri
yang mcndapat Tablet
Tambah Daerah (TTD)

5)

6)

kab/kotake puskesmas telah tepat
jumlah, tepat kualitas/spesifikasi+dan
tepat waktu.

Periksa bahwa Makanan Tambahan (MT)
telah tepat sasaran, tepat jumlah dan
tepat Waktu

Periksa bahwa pelaksanaan pelayanan
Ante Natal Care (K4) dilakukan minimal
4 kali semasa kehamilan
danpemeriksaan dilaksanakan secara
berkualitas dan sesuai standar.

Periksa pemantauan Tumbuh Kembang
Balita telah berjalan secara optimal
Perilesn snsaran lolkus edulasi
pemeberian ASI Ekslusif pada bayi 0-6
bulan telah mencaliup seluruhnya.
Periksa bahwa program pelaksanaan
Intervensi  Gizi  seimbang /STBM
Stunting telah sesuai dengan ketentuan

dan target indikator yang telah
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

ditetapkan.

'

10) Periksa bahwa aplikasi
sigiziterpaduberfungsi secara optimal.

11) Periksa pelaksanaan penugasan khusus
tenaga kesehatandalam mendukung
nusantara schat tclah scsuai dcngan
ketentuan.

Catatan: 11 Langkah kerja tersebul akan di

-langkah kerja

detilkan dalam langkah

selanjutnya

Pengawasan

Eliminisasi

Tuibercnlosis

(TB)

Individu dan

Masyarakat terhadap

pentlaran Tuberculosis

Eliminasi I'B pada ‘lahun
2035 dan Indonesia bebas
TB fahun 2050
Indikator Dampak:

1) Angka Picvclansi TD

2) Angka Insidensi TB
Indus

3) stem Informasi

Indikator Utama:

Langkah Kerja Audit dibagi menjadi 3 yaitu
Proses Audit di Tingkat Pusat, Tingkat
Provinsi dan Tingkal Kabupaten Kota dan
dapat dilakukan wuji petik ke Puskesmas

ter pililh.

A. Tingkat Pusat
1) Lakukan

tahapan DPcrencanaan melipuli target

pendalaman terhadap




Fokus
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Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

1)

2)

3)

S)

Cakupan pengdbatan
semua- kasus TB yarsg
diobati (case Detection
Rate/CDR)

Angka Notifikasi semua

kasus TB (Case
Notification Rate) yang di
obati per 100.000
penduduk

Angka keberhasilan
pengobatan TB semua
kasus

Cakupan penemuan
kasns Tuberkulosis

Resisten Obat (TB-RO/
TB-MDR)

Angka
keberhasilanpengobatan
pasien 'I'B Resisten Obat
(I'B-RO/TB-MDR)

2)

3)

indikator, obat, bahan habis pakai
dan penetapan menu dekonsentrasiedi
tingkat provinsi sudah sesuai dengan
tugas dan fungsi dalam program.

Dalam Tahapan Pelaksanaan, cek dan
kaji pelaksanaan peningkatan SDM
untuk pctugas tingkat Provinsi (ToT)
telah sesuai ketentuan, pengadaan
dan distribusi bahan habis pakai dan
alat penunjang lainnya telah sesuai
usulan dan stok oname terakhir,
lakukan pcmantauan mutu obat, Cck
Laboratorium Rujukan  Nasional,
Petiinjuk Pelaksanaan dan Petunjulk
Tenis apakah sudah dikirm ke daerah
Tahap Pclaporan Lakukan uji capaian
indikator tingkat pusatl dengan target,
dapatkan laporan

pertanggungjawaban apakah telah

scsuai dengan waktu yang ditetapkan,
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

6)

Presentase pasien TB
yang mengetahui status-

HIV

Indikator Operasional:

1)

2)

4)

Persentase kasus
pengobatan ulang TB
yang diperiksa uji
kepekaan  obal  dengan
Tes Cepat Molekuler atau
metode Konservatif
Piesentase  kasus TDB
Resisten Obat melalui
pengobatan lini kedua
Presentase Pasien TB-HIV
yang mendapatlkan ARV
selama pengobatan TB
Persentase Lab

Mikroskoplk  mengikuti

4) Tahapan

uji silang

aplikasi SITT apakah telah
mendukung dan menyajikan analists
TB.

Pengawasan lakukan
pengecekan  apakah  pelaksanaan
supervisi, monitoring dan evaluasi
sudah sesuai ketentuan, dan
pelaksanaan tersebut telah dilengkapi
dengan laporan dan  hasil  tindak

lanjutnya

B. Tingkat IM1ovinsi
1) Tahap

Perencanaan, dapatkan
kcbijakan program terkait TB di
Provinsi dan bandingkan dengan
Lkebijjalkkan  pusatl, dapatkan target
bandingkan dengan capaian kab/kota,
dapatkan perncanaan obat dan
usulan  dari kab/kota, dapatkan

perncanaan kebutuhan bahan habis
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
S) Persentase Lab pakai dan alat penunjang lainnya
« Mikroskopik  mengikuti ¢ apakah sudah sesuai ketentuan, cele
uji silang dengan hasil ketersedian SDM
baik 2) Dalam Tahapan Pelaksanaan,
6) Cakupan penemuan bandingkan Lkebijakan pengendalian
kasus TB Anak TB tingkat pusat dengan tingkat
7) Cakupan anak < 5 tahun provinsi, cek dan kaji pclaksanaan
yang mendapat peningkatan SDM untuk petugas
pengobatan  pencegahan tingkat  kab/kota telah sesual
INH ketentuan, pengadaan dan distribusi
8) Jumlah Kasus TB bahan habis pakai dan alat penunjang
yangditemukan di lainnya telah sesuai usulan dan stok
populasi khusus opname terakhir, lakukan
(Lapas/Rutan, Asrama, pemantauan mutu obat, Cek
Tempat Kerja, Institusi Laboratorium Rujukan Nasional,
Pendidikan, Tempat Pctunjulc Pclalisanaan dan Petunjulc
Pengungsian) Tenis apakah sudah dikirm ke daerah
9) Persentase kasus TB yang 3) Tahap Pelaporan Lakukan 11ji capaian

ditemukan dan ditunjuk

oleh Masvarakat atau

indikator tingkat pusat dengan target,

dapatkan laporan
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Organisasi Masyarakat

4)

1)

pertanggungjawaban apakah telah
sesuai dengan waktu yang ditetapkan,«
aplikasi SITT apakah telah
mendukung dan menyajikan analisis
TB tingkat provinsi

Tahapan Pengawasan lakukan
pengecckan  apakah  pclaksanaan
supervisi, monitoring dan evaluasi
sudah sesuai ketentuan, dan
pelaksanaan tersebut telah dilengkapi
dengan laporan dan hasil tindak

lanjutnya

C. Tingkat Kab/Kota

Tahap Pcrencanaan, dapatkan
kebijakan  program  tertkait TB  di
Kah/Kota dan bandingkan dengan
kebijakanProvinsi dan pusat, dapatkan
target bandingkan dengan capaian

kab/kotla, dapatkan perncanaan obat
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

2)

3)

dan usulan dari kab/kota, dapatkan
perncanaan kebutuhan bahan habis
pakai dan alat penunjang lainnya
apakah sudah sesuai ketentuan, cek
ketersedian SDM

Dalam Tahapan Pelaksanaan,
bandingkan kebijakan pengendalian
TB tingkat pusat dengan tingkat
provinsi, cek dan kaji pelaksanaan
peningkatan SDM untuk petugas
tingkat kab/kota telah sesuai
ketentuan, pengadaan dan distribusi
bahan habis pakai dan alat penunjang
lainnya telah sesual usulan dan stok
oname terakhir, lakukan pemantauan
mutu obat, Cclk Laboratorium Rujulkan
Nasional, Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Tenis apakah sudah dikirm
ke daerah

Tahap Pelaporan Lakukan uji capalan
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

indikator tingkat pusat dengan target,
dapatkan laporan pertanggungjawaban
apakah telah sesnai dengan waktu
yang ditetapkan, aplikasi SITT apakah
telah mendukiing dan menyajikan
analisis TB tingkat provinsi
Tahapan Pengawasan lakukan
pengecekan  apakah  pelaksanaan
supetvisi, monitoring dan evaluasi
sudah sesuai ketentuan, dan
pelaksanaan tersebut telah dilengkapi
dengan laporan dan  hasil  tindak
lanjutnya

Langkah kerja audit di tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten/Kota
dijabarkan lebih terperinci dalam
Keputusan Irjen Kemenkes RI No. HK.
02 02/TV 2/3777/2018 tentang
Pedoman Audil Program Pencegahan

Tubeikulosis
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2. UrusanPemerintahan Bidang Pekersgaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

Bidang Irigasi

1) Target Nasional
Pembangunan Irigasi
1 (Satu) Juta Ha

2) Rehabilitasi Irigasi 3

(Tiga) Juta Ha

1) Jumlah
luas layanan irigasi
2) Jumlah

luas daerah

irigasi yang direhabilitasi

penambahan |.

Bidang Jalan

Meningkatkan
konektivitas dalam
rangka mewujudkan

integrasi [ungsi jaringan

jalan, meningkatkan
akses ke dacrah
polensial (Kawasan

Industri/ Kawasan
Ekonomi Khusus,
Pertanian, Perkebunan),
pelabuhan, bandar

udara, membuka

Prosentase kawasan priorilas

dan simpul transportasi
yang terhubung (dapat
diakses) jaringan  jalan

nasional/jalan tol

PUPR No
02/PRT/M/2019 Melakiikan pengawasan
capaian SPM dan NSPK;

Periksa Capaian SPM dan NSPK
SPM Bidang Air

Pelajari Permen

a) Dapat Minum,
Sanitasi dan Perumahan
b) Dapatkan NSPK di bidang jalan dan
jembatan serta bidang irigasi
¢) Dapatkan dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
d) Dapatkan dokumen realisasi
pclaksanaan pcnyclenggaraan DAK
Evaluasi realisasi pelaksanaan DAK
terhadap SPM dan NSPK yang ada
Periksa  Kelaatan  lerhadap  kelentuan
peraturan perundang-undangan:
bahwa

a) Memastikan perencanaan
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
I daerah terisolasi, sudah sesuai dengan kebutuhan
-| terpencil, tertinggal, + lapangan dan desain awal

perbatasan serta b) Memastikan proses pengadaan barang
kawasan pulau-pulau dan jasa sesuai dengan ketentuan
kecil dan terluar, c) Memberikan keyakinan terbatas
transmigrasi, dan terhadap kualitas dan pembayaran
pariwisata (Kawasan item pekerjaan vyang terpasang di
Strategis Pariwisata lapangan
Nasional dan daerah) d) Memastikan kelengkapan dan

Bidang Air | Mewujudkan 100% | Presentase rumah tangga keabsahan administrasi kontrak

Minum (seratus persen) akses |yang menempati hunian|. Periksa Akuntabilitas pengelolaan DAK
pelayanan  dasar air | decngan akscs air minum (oleh Itjen PU).
minum layak a) Memastikan pengeluaran telah

Bidlang 3anitasi | Mewnjudkan 100% | Presentase  rumah tangga didukung bukti-bukti yang memadai
(seratus persen akses | dengan akses sanitasi layak dan pembukuan bendahara sesuai
pelayanan dasar | dan aman ketentuan
sanitasi b) Memastikan bahwa pengamanan BMN

dilakukan

pencatatan

sudah secara memadai

dan asel telaly

dilaksanakan
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3. UrusanPeitierintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Fokus

Sasaran &

Riimah Swadaya

Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat

berpenghasilan rendah

Indikator
Presentase | pemenuhan
kebutuhan rumah Ilayak

huni bagi RT MBR

- Langkah Kerja

Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan

terkait kebutuhan rumah layak huni

Rumah Khusus

meningkatkan  kualitas
hidup

berpenghasilan rendah

masyarakat

prescntase pemenuhan
kebutuhan

huni bagi RT' MBR

rumah layak

Periksa pelaksanaan dokumen perencanaan
terkait kebutuhan rumah layak huni bagi
RT MBR

4. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Fokus Sasarail Indikato1  Langkali Kei ja
Pembinaan Pembumian nilai-nilai | Revitalisasi dan aktualisasi| 1) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi
Stabilitas Politik | pancasila di daerah nilai-nilai Pancasila dan aktnalisasi nilai-nilai Pancasila
terlaksana 2) Periksa pelaksanaan kegiatan revitalisasi

dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di
kabupaten/kota

Peningkatan Penyelenggaraan SPM | mutu  pelayanan dasar, | 1) Periksa apakah mutu pelayanan dasar

Pelayanan trantibumlinmas sesuai | kriteria penerima dan tata telah sesuai dengan SPM.

Publik, standar cara  pementthan  standar | 2) Periksa apakah kriteria telah sesuai
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Kemudahan terpenuhi. dengan SPM
Berusaha dan - 3) Pertksa apakah tata cara pemenuhan
Investasi standar tclah sesuai dengan SPM
Pembuatan Tersedianya data/ | Persentasepenyelesaian 1) Dapatkan dan pelajari dokumen Kajian
Rencana informasi tentang | dokumen sampai dengan Risikn Bencana;
Kontijensi rencana kontijensi | dinyatakan sah/ legal 2) Identifikasikan potensi bencana tertinggi
(Renkon) bencana dalam bentuk daerah tersebut berdasarkan dokumen

dokumen resmi KRB;

3) Dapatkan dan pelajari dokumen Renkon
daerah tersebut;

4) Dapatkan SOP/Protap masing-masing
OPD/instlansi;

5) Bandingkan dan pelajari tugas pokok dan
fungsi OPD terkait dalam keadaan
terdapat bencana, dengan tugas dan
fungsi instansi yang scbenarnya;

0) Dapatkan dan pelajari data tentang

penempatan stuimber daya yang dimiliki
masing-masing OPD dalam keadaan

terdapat potensi bencana,
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
. 7) Telwsuri apa saja kegiatan yang telah
dilakukan berkaitan dengan Rencana
Kontinjensi, bila ada apakah dilakukan
secara periodik;

8) Telusuri apakah Renkon sudah
terdokumentasikan dan disosialisasikan
secara memadai;

9) Telusuri, apakah Renkon sudah
dilakukan pemutakhiran secara berkala;

Penyusunan Tersedianya data/ | Persentase penyelesaian | 1) Dapatkan dan pelajari Perka BNPB
Rencana informasi tentang jenis | dokumen  sampal  dengan Nomwotr 04 Taliun 2008,
Penanggulangan |dan risiko bencana | dinyatakan sah/ legal 2) Dapatkan dan pelajari dokumen RPJMD
DBencana (RPDB) dalam bentuk dolimen dacrah terscbut;
yang sah/ legal 3) Dapatkan dan pclajari dokumen KRB
daeraly tersebud,

4) Dapatkan dan pelajari dokumen RPB
daerah ftersebut;

5) Dapatkan dan pelajari juklak

penyusunan RPDB,
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6) Dapatkan dan pelajari dokumen IKD
daemah tersebut;

7) Dapatkan dan pelajari tugas pokok dan
fungsi SKPD terkait yang ada dalam
dokiimen RPB daerah tersehuit;

8) Pelajari tentang rencana aksi yang ada
dalam dokumen RPB daerah tersebut;

9) Pelajari dan bandingkan jumlah rencana
alokasi anggaran PB yang ada dalam
RPB dan RPJMD dengan realisasinya,

10) Telusuri apa saja kegiatan yang telah
dilakukan Dbeirkaitan dengan RPB, bila
ada apakah dilakukan secara periodik;

11) Telusuri apakah RPB sudall disahkan
menjadi Peraturan Daerah, minimal
Peraturan Kepala Daerah;

12) Telusuri apakah RPB sudah
terdokumentasikan dan disosialisasikan
secara memadai;

13) Telusuri apakah RPB sudaly dievaluasi
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secara periodik;

- 14) Telusuri apakah RPB' sudah dilakukan
pemutakhiran setiap 2 tahun sekali dan
ditetapkan 5 tahunan;

15) Buatkan kesimpuilan

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pemenuhan SPM | Data Terpadu | Penyediaan Data Penduduk | 1) Pemantauan, monitoring dan evaluasi
Rehabilitas: Kesejahteraan Sosial Miskin dan Rentan Miskin Pelaksanaan SPM Bidang Sosial melalui
Sosial oleh yang terverifikasi Dinas Sosial
Pemerintah 2) Menyusun Standart Audit Pelayanan
Daerah Bosial Dasar Wajib Dagi Inspcktolat
Pemenuhan SPM | 1) Penyandang Pemenuhan Kebutuhan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Rehabilitasi Disabilitas Dasar dan Rehabhilitasi Sosial | 3) Sosialisasi Standart. Audit  Pelayanan
Sosial oleh | 2) Anak Terlantar Kepada Penerima Manfaat Sosial Dasar Wajib Dbagi Inspektorat
Pemerintah 3) Lanjutl Usia Terlantar | Seusai  Standar  Pelayanan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Daerah 4) Gelandangan dan | Minimal (SPM) 4) Asistensi kepada aparat pengawas

Pengemis internal pemerintah Daerah terhadap

Pemenuhan SPM | 1) Korban Bencana | Pemenuhan Kebutuhan penerapan Standart Audit Pelayanan
Rehabilitasi Alam Dasar dan Layanan

Sosial Dasar Wajib bagi Inspcktorat
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+ | Sosial oleh | 2) Korban Bencara | psychosocial dalam Provinei/Kabupaten/Kota.
Pemerintah Sosial Pelayanan Dasar Saat
Daerah Tanggap Darurat
danPelayanan Dasar Setelah
Tanggap Darurat

6. UrusanPemerintahan Bidang Tenaga Kerja

penempatan

pengantar  kerja i

penyithihan dan

?) Pengumpulan dan verifikasi data;

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

Pembinaan Pembuatan PP dan | 1) Pengesahan PP dan | 1) Survey pendahuluan pada satker;
pembuatan struktur skala upah struktur  skala  upah | 2) Pengumpulan dan verifikasi data;
peraturan perusahaan yang sebanyak 3050 | 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intein,
perusahaan dan | mendukung penerapan perusahaan; 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko;
struktur skala | Omnibus Taw UITT Cipta | 2) Terlaksananya pelatihan dan
upah. Kerja. tata kelola hubungan | 5) Audil lanjutan.

industiial  schanyak 1053

kelas @40 orang di 30

Provinsi.
Layanai 1) Meningkatkan peran | 1) Terlaksananya kecgiatan | 1) Survey pcndahuluain pada satleer;
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2)

daerah dalam rangka

meclakukan -
penyuluhan
bimbingan jabatan

kepada para pencari

kerja dan job
canvassing ke
perusahaan guna
mewujudkan

tercapainya sasaran

nasional layanan
pcncmpatan  tenaga
kerja;

Memperkenalkan
aplikasi SISNAKER
kepada dacrah  baik
Provinsi/ Kabupaten
Kota

dan terkait

informasi pasar kerja

baik dari sisi supply

7)

3)

4)

bimbingan jabatan di 113

lokasi yang  memiliki
pejabat fungsional
pengantar kerja;

Terlaksananya  kegiatan

job canvassing oleh 336

orang pengantar kerja;

Pengisian aplikasi
SISNAKER yang
dilakukan oleh
perusahaan setelah

dilakukan job canvassing;
Terpenuhinya lowongan
pekerjaan yang
ditawarkan  perusahaan

dengan  pencati keija
sesuai kualilikasi jabatan

yang ada.

3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern;

1) Pengujian/evaluasi manajemen
dan

5) Audit lanjutan.

risiko;
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- maupun demand.
Eﬁyelenggaraan 1) Memberikan  bekal Terselenggaranya pelatihan | 1) Survey pendahuluan pada satker;
pelatihan kompetensi bagi | berbasis kompetensi pada | 2) Pengumpulan dan verifikasi data;
berbasis calon tenaga kerja | Balai | Latihan Kerja | 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern;
lkompetensi pada sehingga mampu | Komunitas (PBK BLK | 4) Pengujian/evaluasi manajemen risiko;
Balai Latihan mengisi peluang | Komunitas) pada Pondok dan
Kerja Komunitas kerja atau | Pesantren dan Yayasan yang | 5) Audit lanjutan.
(PBK BLK meningkatkan tersebar di 90 (sembilan
Komunitas). kompetensi  tenaga | puluh) Kabupaten / Kota.

kerja di BLK |

Komunitas;

2) Meningkatnya

kompetensi peserta

pelatihan schingga

secara bertahap

mampu bckerja baik
di industri maupun
di

dunia usaha

(wirausaha).
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7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perernpuan dan Pelindungan Anak

- Fokus Sasaran - Indikator + Langkah Kerja
Pengumpulan Implementasi komitmen | Data  perempuan korban | 1) Dapatkan kebijakan IR tingkat Prov
data IR tingkat| pemangku kepentingan | kekerasan sebagai pelaku IR | 2) Dapatkan  data  komitmen  antara
Prov dalam pembangunan IR Guibernnuir dengan Bupati/Walikota
di Provinsi 3) Dapatkan data komitmen dengan Dinas
4) Lakukan wawancara untuk pendalaman
data yang didapat
5) Lakukan observasi lapangan
6) Lakukan analisis implementasi komitmen
7) Buat kesimpulan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Fokus Sasaran Indikator T.angkah Kerja
Pemenuhan Rasio Produksi | Setiap Warga Negara | 1) Dapatkan data luas  pertanaman
Kcbutuhan terthadap Kcebutuhan | Tercukupi Kebutuhan lkomoditas pangan strategis di suatu
Pangan oleh | Komoditas Pangan | Pangan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
Pemerintah Stratecgis 2) Dapatkan data produksi komoditas
Daerah pangan strategis di suatu daerah
(Provinsi, Kabupaten/Kota)
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3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Cek secara sampling kebenaran data
statistik pertanian

Dapatkan data kebutuhan komoditas
pangan strategis di suatu daerah
(Provinsi, Kabupaten /Kota)

Bandingkan data produksi dengan data
kebutuhan komoditas pangan strategis
Dapatkan data harga komoditas pangan
strategis di tingkat petani

Dapatkan data harga pasar komoditas
pangan strategis

Lakukan analisis kuantitatif terkait
jumlah kebutuhan komoditas pangan
stratcegis tcrhadap hasil produlsi, harga
di tingkat petani terhadap harga pasar
dengan datn kuantitatil  lainnya
(pemasukan komoditas pangan strategis
dari daerah lain)

Bualt kesimpulan kemudian

dokumentasikan scimua hasil
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pelaksanaan langkah kerja dalam kertas

kerja audite

10) Jika ada penyimpangan material yang

layak menjadi temuan, buat pointers
fentang atribuit femuan untuk didalami

lebih lanjut

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Fokus Sasaran

Indikator

Langkah Ketja

Pengamanan dan
Pemanfaatan Aset

Pemda

Aset-aset Pemda yang

belum disertipikatkan

Tercatatnya

Pemda

seluruh Aset

1)

3)

4)

Bandingkan data asset telah

yang
tercatat maupun belum tercatat;
Lakukan peictiksaan dokumen
sehubungan dengan penyebab asset
yang beluim tercatat fersebut (apakah
kekurangan alas hak/surat-surat)
lakukan [icld audit schubungan dengan
asset belum tercatat (apakah dikuasai
pihak lain)

asset  tersebut

Analisa  penyebab

dikuasai pihak lain.
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Efektifivitas Subjek - dan Objek | Terlaksananya pelaksanaan | 1) Memastikanepihak yang diundang dalam
Konsultasi Publik | tanah terdampak | pengadaan tanah untuk konsultasi public adalah pihak yang
dalam Pengadaan tanah | kepentingan umum yang benar-benar terdampak, baik terhadap
lceberhasilan ntilk lrepentingan | kondusif dan tepat walktu pemilik tanah, atau penggarap. Dasar
Pengadaan umum awal yang dapat digunakan untuk
tanah(sehubungan mengundang pihak yang berhalc adalah
dengan data awal dapat menggunakan alas bukti hak adat
yang  digunakan yang diakui seperti Girik, Petuk, Petilil,
dalam proposal dll. atau data pembayaran PBB (Fiscal
pengadaan tanah) Cadastre). Untuk Penggarap harus
dipastikan dasar-dasar bukti

penggarapan seperti izin garap, izin

pemanfaatan atau bukti sewa jika sewa.

2) Membandingkan dokumen alas bukti

3)

hak yang dimiliki maupun bukti izin

garap dengan identitas pihak vang
berhak atau dikuasakan yang diundang
dalam konsultasi publik

LLakukan ficld audit tcrhadap tanah-
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tanah vyang diajukan dalam daftar
. - - nominatif perrgadaan tanah (memastikan

kesesuaian  data yang dimiliki  oleh
pemilik dan penggarap atas lokasi tanah
yang diajukan)

Percepatan Jumlah RDTR yang | 1) Tersedianya Materi | 1) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang

Penyusunan sedang disusun daerah Teknis RDTR sedang menyusun RDTR

Rencana Detail 2) Tersedianya Perda RDTR |2) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang

Tata Ruang sudalh menyusun materi teknis RDTR

(RDTR) 3) Hitung jumlah Kabupaten/Kota yang

RDTRnya sudah Perda

10. UrusanPemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Fokus Sasaran Indikator Tangkah Kerja
Penguatan Early | Kota yang telah | Berkurangnya beban | 1) Survey pendahuluan pada satker
Warning System | melaksanakan Progiam | pencemaran dari limbah calr, | 2) Pengumpulan dan verilikasi data
nntuk  hencana | Kvaluasi Kualitas | udara dan sampah vang | 3) Pengujian Sistem Pengendalian Intern
Lingkungan Udara Perkotaan | masuk ke lingkungan Pengujian/evaluasi manajemen risiko
Hidup (EKUP) atau yang
memiliki kepadatan
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Sampah Rumah
Tangga

sampah rumah tangga

2)

3)

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
penduduk lebih besar
- sama  dengan 100 - -
jiwa/km?2
Pengelolaan Seluruh Provinsi dan | Adanya Kebijakan Strategis| 1) Cek apakah Daerah tersebut telah
Sampah Rumah | Kabupaten/Kota di | Daecrah yang mengatur membuat Kebijakan Strategi Daerah yang
Tangga dan | Indonesia. pengelolaan sampah rumah mengatur pengelolaan sampah rumah
Sampah Sejenis tangga dan sampah sejenis tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga.

Apabila telah dibuat, cek apakah poin2
dalam  Kebijakan  Strategi  Daerah
tersebut telah sesuai dengan Peraturan
Presiden dan Peraturan Menteri LITK.

Cek apakah sudah dilakukan Monitoring
dan Lvaluasi terhadap Kebijakan Strategi

Daerah yang telah dibuat tersebut.

11. UrusanPemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pemantfaatan Pemantaatan data | Kemudahan pemanfaatan | 1) ’criksa pcrsetujﬁéh dari  Dircktur
Dala hase  kependudukan | data  kependudukan untuk Jenderal Kependudukan Dan pencatatan
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Kependudukan untuk ~ pelayanan | pelayanan publik, Sipil  telah  ditindaklanjuti  dengan
- publik dan | perencanaan pembangunan, | - perjanjian kerjassama antara disdukcapil
perencanaan alokasi anggaran, provinsi/kabupaten/kota dengan
pembangunan pembangunan demokrasi, perangkat daerah dan/atau badan

serta penegakan hukiim dan hitkiim

pencegahan kriminal 2) Periksa apakah gubernur telah
mclakukan pembinaan terhadap

pemberian Hak Akses dan pemanfaatan

Data Kependudukan di daerah

kabupaten/kota

12. UrusanPemerintahan Bidang Pembeirdayaan Masyairakat dan Desa

disiplin anggaran

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Transformasi Peningkatan Keniangan Desa dikelola | Pemerintah  Daerah  Provinsi  melakukan
Ekonomi pendapatan asli desa | berdasarkan asas (ransparan, | pemmbinaan dan  pengawasan  terhadap
(Provinsi ke | akuntabel, partisipatif scrta | pcmberian dan penyaluran Dana Desa,
Kabupaten /Kota) dilakukan dengan tertib dan | Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak

daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota, dan bantuan keuangan

kepada Desa
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Penataan Terpilahnya Data | Jumlal» BumDes Seluruh 1) Dapat kan data yamlah BumDes seluruh
BumDes BuimDes Seluruh | Indonesia berdasarkan jenis, indonesia
Indonesia berdasarkan | skala Usaha dan tingkat|2) Lakukan analisis atas data Bumdesa
jenis dan skala 1Jsaha, | keherhasilannya seliirith Indonesia
tingkat 1) Rasio asset terhadap utang | 3) Munculkan data Bumdes sesuai Jenis
keberhasilannya wajar dan skala Usaha
Rasio asset terhadap |2) Rasio perputaran Kas|4) Munculkan data Bumdes dari tingkat
ulang wajar (Cash Tuin Over) — 2 kali keberhasilannya
3) Pendapatan  operasional, | 5) Simpulkan
lebih besar dari biaya|6) Bandingkan antara aset dengan utang
opetasional pada  lapoiran  kcuangan  DBumDecs
4) Penanaman modal yang (*) Jika rasio lebih dari 50% maka perlu
bertumbuh (Growth dievaluasi metode pembiayaannya
Capital Modc) 7) Bandingkan antara periode piutang yang
dikonvcrsi mcnjadi Kas dan antara
pelunasan biaya yang dikonversi dari
urang
8) Hitung pendapan bruto dan pengeluaran

biuto, bandingkan laba ruginya BumDcs
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9)

(*) Jika terdapat kerugian maka perlu
dievaluasi padaebusiness plan pada
kegiatan opcrasional BumDes

Bandingkan antara investasi yang
masuk pada BumDes berupa setoran
modal untuk BumbDes, dan investasi
yang dikeluarkan oleh BumDespada
periode tahunan
(*) Jika setoran modal tidak bertambah
dan berkurang maka pengelolaan

BumDes diragukan orientasinya.

10) Simpulkan

Pendataan

'mbung Desa

Terpilahnya  Jumlah
Embung Desa Seluruh
Indonesia yang
berfungsi dengan baile

dan tidak berfungsi

Terpilahnya Data Embung

Seluruh Indoncsia

berdasarkan cakupan wilayah

yaug menctima  manfaat

embung dan vyang

menerima manfaat

tidak

1)

2)

3)

1)

Dapat kan data jumlah Embung seluruh
indoncsia

Dapatkan data informasi Embung
scluruh indonesia yang berfungsidengan
baik dan yang tidak berfungsi

Melakukan analisis terhadap manfaat
Embung berdasarkan cakupan wilayah

Pagtiltan Data Jumlah Wilayah yang
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menerima manfaat Embung
- - 5) Simpulkan -
Pendataan Desa | Membuat dan | 1) Jumlah wisatawan desa | 1) Mengukur jumlah wisatawan per tahun
Wisata mengembangkan desa pertahun baik lokal maupun asing
wisata yang  going | 2) Pendapatan dan retribusi | 2) Membandingkan pendapatan dan
concern desa wisata retribusi dari sektor wisata per semester
(berkelanjutan) 3) Perkembangan sektor secara riil.
wisata desa 3) Mengevaluasi business plan pada sektor
4) Meningkatnya saitana dan wisata
prasarana pendukung | 4) Mengukur ketersediaan sarana
pada sector wisata prasarana yang mendukung pada sektor
5) Perkembangan ckonomi wisala
desa wisata 5) Menguji laju pertumbuhan ekonomi pada
desa  wisata  dengan membandingkan
jumlah pendapatan, pengeluaran untuk
sektor wisata serta tingkat partisipasi
masvarakat desa.
6) Simpnlkan




13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokws
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Sasaran -

«Indikator

Langkal»Kerja

Pengendalian

Penduduk

Terwujudnya pemaduan
dan sinkronisasi
kehijakan

pembangunan

pengendalian penduduk

Keluarga
Berencana

Keschatan

dan

Meningkatnya
kesertaan keluarga

dalam Keluarga

1)

2)

/])

1)

Angka Kelahiran Total
(Total Fertility Rate/TFR)
per WIS 15-49
Tahun
Indeks

Berwawasan

11sia

Pembangunan

Kependudukan (IPBK)
Satuan Indeks (Skala O-
100)
Indeks Kepedulian
Isu

0-

terhadap
Kependudukan(Skala
100)

Persentase Kampung KD

Mandiri

1)

2)

3)

Dapatkan data hasil survei SDKI terbaru

jumlah rata-rata anak per wanita usia

15-49 Tahun, lakukan analisis capaian
kinerjanya

Dapatkan data dari hasil survei(Susenas,
Sakernas, Riskesdas) lakukan analisis
capaian kinerjanya

Dapatkan data dari hasil survei (Susenas)
lakukan analisis capaian kinerjanya
Dapatkan data hasil survei c-Monev
(Kampung KB Mandiri) lakukan analisis

capaian kinerjanya

Angka prevalensi

kontrasepsi modern

(Modern Contraceplive

Dapatkan data hasil survei SDKT-

1) Jumlah

Rata-rata penggunaarn

kontrascpsi modein (MOW, MOP, 1UD,
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Reproduksi Bérencana dan Prevelance Rate/ mCPR) Implan, Suntik, Kondom)lakukan analisis
- Kesehatan Reproduksi |2) Persentese kebutuhan capaian kinerjanya e
ber-KB yg tidak terpenuhi | 2) Prosentase PUS yang tidak ingin anak
(Unmet Need) lagi dan ingin anak ditunda akan tetapi
3) Persentase Peserta KB tidak ber-KB lakukan analisis capaian
Aktif (PA) Metode kinerjanya
Kontrasepsi Jangka | 3) Jumlah peserta KB Aktif lakukan analisis
Panjang (MKJP) capaian kinerjanya
4) Angka kelahitan i1emaja | 4) Jumlah kelahiran per 1000 WUS usia 15-
umur 15-19 tahun (Age 19 tahun lakukan analisis capaian
Specific Fertility kinerjanya"
Ratc/ASI'R 15-19)
Keluarga Terwujudnya Keluarga | 1) Indeks Pembangunan | 1) Dapatkan data hasil survei:Susenas dan
Sejahtera dan | yang mandiri, tentram Keluarga (IPK) PK lakukan analisis capaian kinerjanya
Pembangunan dan bahagia (keluarga | 2) Median Usia Kawin | 2) Dapatkan data hasil survei (SDKI,
Kcluarga (KSPK) | berkualitas) Pertama Perempuan Suscnas,  Sensus, Supas) lakulkan

(MUKP)

analisis capaian kinerjanya
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14. UrusanPemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

yang

Fokus- Sasaran Iredikator
Pemanfaatan Jumlah Pemda yang | Jumlah Pemda
aplikasi  umum | memanfaatkan menggunakan aplikasi umum
berbasis aplikasi SiICANTIK | intuik mendukiing penerapan

elektronik dalam

cloud (Aplikasi Cerdas

SPBE nasional

| rangka Layanan Perizinan
memberikan Terpadu untuk Publik)
layanan untuk mempermudah
pemerintahan penyelenggaraan
berbasis layanan perizinan dan
clcktronik scsuai | non perizinan yang
dengan dilakukan oleh PTSP
ketentuian Daerah (wji  petik)
peraturan
perundang
undangan.
Pelaksanaan Pemerintah daerah | 5 (lima) Pemerintah daerah
Penyelenggaraan | Provinsi melaksanakan | provinsi menyelenggarakan
Urusan Penyclenggaraan Sub  urusan Inlormasi dan

1)

2)

3)

4)

o

1)

Langkah kerja
Forum Group Discussion (FGD) dengan
Kementerian Dalam Negeri dan
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
untuk mengumpulkan informasi dasar

terkait dengan pelaksanaan kegiatan

pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika sub urusan  Aplikasi
Informatika

Penyusunan rencana kerja pengawasan
di daerah, timeline dan alokasi SDM
Kompilasi Laporan dari masing-masing
Sub tim dacrah

Finalisasi laporan akhir

Distribusi

terkait

laporan kepada stalkeholder

Forum éroup Discussion (FGD) dengan

Kementerian Dalam Negeri dan

Direktorat Jenderal Informasi
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Pemerintahan Urusan Pemerintahan | Komunikasi Publik dalam Komunikasi Publik untuk
bidang - bidang komunikasi | Pasal 4 Permen Lkominfo mengumpulkan inforneasi dasar terkait
komunikasi dan |dan informatika sub | nomor 8 tahun 2019 dengan pelaksanaan kegiatan
informatika sub | urusan informasi dan pemerintahan bidang komunikasi dan
urusan informasi | komunikasi publik informatika sub wurusan informasi dan
dan komunikasi | oleh Pemerintah komunikasi publik, termasuk
publik oleh | Daerah Provinsi sesuai kehumasan.

Pemerintah dengan Pasal 4 2) Pemantauan langsung ke 5 (lima)
Daerah Provinsi | Permenkominfo No 8 provinsi  dengan mengunjungi  Dinas
Tahun 2019 terkait setiap provinsi.

3) Kompilasi Laporan dari setiap provinsi
yang dikunjungi
4) Pelaporan hasil kegiatan.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Fokus Basaran Indikator Langkah Kerja

Pclaksanaan Koperasi yang telah | 1) Jumlah koperasi aktif | 1) Dapatkan jumlah dan daftar nama

Pendataan diinput dalam Online yang memiliki Nomor koperasi yang dibina

Koperasi dan | Data Sistem (ODS) Induk Koperasi (NIK) dan | 2) Dapatkan jumlah dan dattar nama

Sertifikat  Nomor Induk koperasi yang telah diinput dalam ODS
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Koperasi (NIK) 3) Dapatkan jumlah dan daftar nama
- 2) Terpilahnye data koperasi koperasi yang telah diimput pada tahun
berdasarkan jenis berjalan
koperasi dan sektor usaha | 4) Lakukan analisis yang diperlukan atas
data koperasi tersebut
5) Yakinkan data jumlah koperasi telah
terpilah berdasarkan jenis koperasi dan
sektor usaha
6) Simpulkan hasilnya
Pelaksanaan UMKM yang telah | Jumlah UMKM yang telah | 1) Dapatkan jumlah dan daftar nama
Pendataan diinput dalam ODS terinput dalam Online Data UMKM yang dibina
Koperasi dan system (ODS) 2) Dapatkan jumlah dan daltar nama
UMKM UMKM yang sudah diinput dalam Online

Peningkatan

SDM

Koperasi

dan

Jumlah SDM Koperasi dan

3)

4)

o)

Data System (ODS)

Dapatkan jumlah dan daftar nama
UMKM yang diinpul pada tahun berjalan

Lakukan analisis yvang diperlukan atas
data UMKM tersebut

Simpullkan hasilnya

1) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM
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manajerial, pelatihan

berbasis kompetensi,
tralning of trainers,
pelatihan lain dalam
rangka pengembangan
SDM Kopetrasi  dan
pengusaha mikro, kecil

dan menengah.

of trainers, pelatihan lain
dalam rangka pengembangan
SDM Koperasi dan
pengusaha mikro, kecil dan

menengah.

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
_Izgﬁééitas UMKM  yang telah | UMKM yang telah mengikuti Koperasi dan UMKM yang dibina
Sumber Daya | mengikuti pelatihan | pelatihan werkoperasian, |2) Dapatkan jumlah dan daftar nama SDM
Manusia (SDM) perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti
kewirausahaan, teknis, keterampilan pelatihan
keterampilan teknis, | manajerial, pelatihan |3) Lakukan analisis yang diperlukan atas
keterampilan berbasis kompetensi, training data tersebut

4) Bandingkan antara data SDM koperasi
dan UMKM yang dibina dengan data SDM

koperasi dan UMKM yang telah mengikuti

pelatihan
S) Simpulkan hasilnya

16. Urusan Pemelintahan Bidang Penanaman Modal

Fokus Sasaran Indikator
Pengendalian 33 DPMPTSD Provinsi | Realisasi  PMA/PMDN  dan
Pelaksanaan Jumlah Proyek
Penanaman

Langkah Kerja

1) Dapatkan target LKPM (Rupiah

Jumlah PMA/DPMDN)

dan

2) Lakukan analisa dengan mengacu pada
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
| Modal yang kriteria
menjadi - - 3) Tanyakan penyebabnya « apabila ada |
Kewenangan perbedaan
Daerah Provinsi 4) Buat kesimpulan dan tuangkan pada
kertas kerja
S) Pelaporan hasil kegiatan
Standarisasi 34 DPMPTSP Provinsi | 1 Dokumen Ustilan Standar 1) Dapatkan hasil rapat pembahasan awal
Tata Kelola penyusunan standar perizinan dan non
Perizinan dan perizinan daerah tahun anggaran 2021
Non Perizinan 2) Lakukan pemantauan langsung ke 10
Penanaman Provinsi dengan mengunjungi Dinas
Modal terkail setiap Provinsi
3) Dapatkan dokumen pengumpulan
kuiesioner online dari Kah/Kota
4) Yakinkan proses analisa data standar
perizinan  dan  non  perizinan  telah
memadai.
Pelaporan hasil kegiatan
Pelaksanaan 21 K/L dan Pemda Jumlah implementasi | 1) Dapatkan data targel daerah vyang
Tata Kelola perizinan heriisaha terimplementasi
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

sistem perizinan terintegrasi secara elektronik | 2) Lakukan sampling kunjungan ke daerah
berusaha - - 3) Yakinkan  perizinan bewsusaha telah
terintegrasi terintegrasi secara elektronik
secara elektronik 4) Identifikasi kendala yang ada
Pelaporan hasil kegiatan
17. UruisanPemerintahan Bidang Kepemiidaan dan Olah Raga
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pembinaan usia | Atlet PPLP di 34 | Atlet PPLP berprestas: 1) Hitung jumlah Atlet PPLP
dini dan | Provinsi 2) Lakukan analisis dengan mengacu pada
penignkatan kriteria
prestasi atlet yang 3) Tanyatakan penyebab apabila ada
terencana dan perbedaan
herkesinambiingan 4) Buat kesimpulan dan tuangkan ke

dalam kertas kerja pemeriksaan

18. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Fokus Sasaran Indikator lLangkah Kerja
Persandian Nilai Indeks keamanan | Penilaian Indeks Keamanan | 1) Dapatkan perangkat daerah yangﬂv
Untuk sistem elektronik pada | Sistem Pemerintahan menyelenggarakan  sistem  elektronik
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

Pengamanan penyelenggara  sistem | Berbasis Elektronik (mengelola aplikasi dan infrastruktur
Informasi +elektronik (keamanan - jaringan) dan sudah menerspkan sistem

aplikasi dan manajemen keamanan informasi
infrastruktur jaringan) 2) Lakukan penilaian dengan menggunakan
Indeks KAMI v.4.0 atau minta hasil
desktop atau onsite assessment Indeks

KAMI yang divalidasi oleh BSSN
1) Jumlah sistem | Pendataan Keamanan Sistem | 1) Dapatkan sistem elektronik dengan

elektronik yang | Elektronik kategori sistem elektronik strategis;

telah dilakukan uji 2) Meminta laporan pengujian sistem

keamanan  (sistem
elektronik yang
memiliki nilai
strategis)

2) Jumlah sistem
elektionik yang
telah  menerapkan
sertifileat
elektronik/tanda

tangan elektronik

keamanannya dengan batas waktu 1

tahun
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Pegawai di lingkungan
Komunilasi,

Statistik

DinAas
Informatika,

dan Persandian

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Nilai kesadaran | Tingkat Kesadaran ¥eamanan | 1) Isi instrumen pengukurane kesadaran
keamanan informasi | Informasi keamanan informasi dengan responden

pegawai di Dinas Komunikasi,

Informatilea, Statistilc dan Persandian;

2) Rekapitulasi hasilnya

Jumlah perangkat
daerah  yang  telah
menerapkan
pengamanan pada
jalur pertukaran
informasinya

Pengamanan Informasi antara

perangkat daerah

Cek jalur komunikasi antar perangkat

daerah

19. UrusanPemerintahan BidangKearsipan

[Fokus
Pengawasan
terhadap
penyelenggaraan

kearsipan

Sasaran

Pemerintah

provinsi/kabupaten/kota

yang diawasi

daerah

Indikator
Jumlah instansi
memperolch |
hasilpengawasan

kategori "Baik" keatas

yang
nilai

dengan

Langkah Kerja
1) Pelajari kehijakan atas kearsipan.
2) Periksa pembinaan kearsipan yang telah
dilakukan.

3) Periksa pengelolaan arsip inaktif yang
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
(Pengawasan memiliki retensi sekurang-kurangnya 10
kearsipan) - - tahun. -

4) Periksa pengelolaan arsip statis.

5) Periksa sumber daya kearsipan (sumber
daya manusia, prasarana dan sarana
kearsipan, organisasi kearsipan,
pcndanaan kcarsipan).

6) Periksa penyelamatan arsip statis

20. UrusanPemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Penerbitan  izin | Penerbitan Izin Usaha | Penerbitan lzin Usaha | Dapatkan  data Le1 kail penet bitan ijin”
usaha perikanan | Perikanan Tangkap | Perikanan Tangkap Untuk |tersebut, lakukan analisa dengan mengacu
tangkap Untuk Kapal Perikanan | Kapal Perikanan Berukuran | pada  kriteria,  tanyakan  penyebabnya
Berukuran di atas 5 GT | di atas 5 Gt s.d 30 GT yang | apabila ada perbedaan, buat simpulan dan
s.d 30 GT sesuai dengan ketentuan dan | tuangkan pada kerlas keija
tidakada penyalahgunaan
Pecngawasan Pclaksanaan Tcrlaksananya pecngawasan | Dapatkan data terkait  pclaksanaan
sumber daya | Pengawasan Sumber | Sumber Daya Kelautan dan | Pengawasan SDKP, tanyakan kendala dan
kelautan dan | Daya  Kelautan  dan | Perikanan permasalahan  pelaksanaannya, lakukan
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
| perikanan Perikanan analisa dengan mengacu pada kriteria,
sampai dengan | « - tanyakan penyebabnya apabila ada
12 Mil perbedaan/sesuatu yang tidak sesuai, buat
simpulan dan tuangkan pada kertas kerja
Penerbitan  izin | Proses penerbitan | Penerbitan rckomendasi izin | Dapatkan data terkait penet bitan
dan rekomendasi izin lokasi | lokasi dan izin pengelolaan | rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan
pemanfaatan dan izin pengelolaan | ruang laut dibawah 12 Mil | ruang laut dibawah 12 Mil, lakukan analisa
ruang laut ruang laut diluar Minyak dan Gas Bumi | dengan mengacu pada kriteria, tanyakan
yang sesuai dengan | penyebabnya apabila ada
ketentuan perbedaan/sesuatu yang tidak sesuai, buat
simpulan dan tuangkan pada kertas kerja
21. UrusanPemerintahan BidangPariwisata
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pelaksanaan Wisatawan dalam dan | Meningkatnya jumlah | 1) Pahami Permenpar terkait.
Pameran Luar Negeri kunjungan wisatawan dan |2) Bandingkan Jumlah Wisatawan sebelum
Pariwisata Wisman dan scsudah dilakulkan pameran.
Pelaksanaan Wisatawan dalam dan | Terselenggaianya event | 1) Pahami Permenpar terkait.
Festival/Event I.uar Negeri Pariwisata daerah ?2) Bandingkan .Jimlah Wisatawan sebheliim

dan sesudah dilalculkkan pamecran.
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Meningkatkan 1) *Desa Wisata 1) Jumlah Desa wisata 1) Pahami Permenpar terkait. -
daya saing | 2) Pemberdayaan 2) Implementasi Sapta | 2) Bandingkan Jumlah desa wisata sebelum
Destinasi Masyarakat Pesona dan sesudah dilakukan pemberdayaan
Pariwisata masyarakat.
m.aan 1. Implementasi 1) Meningkatnya industri | 1) Pahami UU HKI.
Pelaku LEkonomi Bantuan Pemerintah kreatif ?2) Pahami Juknis TPasilitasi TTKT
Kreatif 2. Fasilitasi Pelaku | 2) Meningkatnya jumlah | 3) Bandingkan Jumlah industri kreatif
Ekonomi Kreatif pelaku ekonomi kreatif sebelum  dan sesudah  dilakukan
yang difasilitasi Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif
dan fasilitasi HKI.
22, UrusanPemerintahan BidangPertanian
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Etcktivitas Kelompok Luas lahan optimal yang|A. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan
Optimalisasi Tani/Gabungan dioptimalisasi melalui Perluasan Areal Sawah Baru
Perluasan Areal | Kelompok Tani 1) Lakukan analisis terhadap ketepatan
Lahan Pencrima Bantuan perencanaan/ persiapan kegiatan

Pemerintah  Perluasan

Areal

meliputi: dokumen dan penetepan

lokasi, RAB konstriiksi cetak sawah,
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

2)

3)

1)

Lakukan analisis terhadap
pelaksanaan-konstruksi -
Lakukan analisis terhadap

pemanfaatan lahan cetak sawah baru
Lalculcan  analisis  apaliah  terdapat
hasil cetak sawah yang belum
termanfaatkan (penanaman),
terdapat/terjadi alih fungsi lahan atau
apakah menyemak
kembali/ditumbuhi gulma /rumput
sehingga tidak bisa termanfaatkan
Lakukan analisis terhadap
Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana
Bansos  Optimalisasi  Pemanfaatan

Lahan

B. Menilai pelaksanaan optimalisasi lahan

melalui Optimalisasi Lahan Rawa

1)

Dapatkan dan pelajari data luas lahan

rawa di provinsi/kabupaten yang
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Fokus

Sasaran

Indikator

Langkah Kerja

dapat diproyeksikan untuk kegiatan
optimalisasi lahan -
Lakukan analisis terhadap
ketersediaan SID dan kesesuaiannya
dengan lolcasi kegiatan

Lakukan analisis terhadap kesesuaian
dokuimen banpem dengan pedoman
dan PMK No. 168 tahun 2015 atas
penggunaan anggaran

Lakukan analisis terhadap konstruksi
dan pemanfaatan dana konstruksi

dengan SID dan RAB

5) Teliti apakah target Iuasan yang

0)

ditetapkan telah tercapai dari sisi
kuantitas dan luas pemanfaatan

Lakukan analisis apakaly teirdapat
peningkatan IP dan produktivitas di

areal optimalisasi lahan




23. UrusanPemerintahan Bidang Kehutanan
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Fokus +« Sasaran Indikator - Langkah Kerja >
Rehabhilitasi NDaerah yang memiliki | Berkuirangnya lahan kritis 1) Cek apakah daerah fersebut memiliki
Hutan dan | lahan sangat kritis dan lahan sangat kritis dan kritis.

Lahan leritis 2) Celkk apakah alat atau barang yang
diadakan sudah sesuai kriterianya
dengan PermenLITK Nomor
P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2020.

3) Cek apakah proses pengadaan barang
dan jasa telah sesuai dengan Perpres 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pengendalian Provinsi dan | Tercegahnya Kebakaran | Cek  apakah  Gubernur/Bupati telah

Kebakaran Kabupeten/Kota  yang | Hutan dan Lahan membentuk lembaga-lembaga yang

[Tutan dan | memiliki  Hutan dan dimaksud dalam  DPermenLIIK  Nomor

Lahan Lalhan P.32/MenLHK/Setjenn/Kum.1/3/2016

24. UrusanPemerintahan Bidang Encrgi dan Sumber Daya Mineral

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja

PNBP di Bidang | PNBP Mineral dan | Ketepatan Penyetoran luran | 1) Dapatkan data terkait PNBP berupa
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Energi dan | Batubara dan Panas|Tetap dan Iuran Produksi laporan hasil produksi dan' penjualan
Sumber- Daya | Bumi « dibandingkan dernsgan serta laporan pembayaran iuran <«etap
Mineral Laporan Hasil Produksi dan dan iuran produksi dari Ditjen terkait
Penjualan dan dari Pemerintah Daerah
2) Lalkulkan perbandingan tcrhadap data
yang diperoleh dan melakukan evaluasi
dari hasil perbandingan tersebut
3) Lakukan pengecekan lapangan melalui
cek fisik
4) Menyusun berita acara hasil pengecekan
lapangan
o) Menyusun laporan
Pembangunan Pembangunan Termanfaatkannya 1) Dapatkan data penerima /pelaksana
Infrastuktur  di | Infrastriiktir Infrastriiktiir Bidang ESDM snihsidi dari instansiterkait
Bidang Enecrgi | Pencrangan Jalan Umum | yang sudah dibangun oleh | 2) Dapatkan kriteria pencrima/pclaksana
dan Sumber | Tenaga Suiya, Sumnul | masyatakal yang menjadi subsidi yang telal ditetapkan
Daya Mineral Bor Air Bersih, Jaringan | sasaran pembangunan | 3) Lakukan pengecekan lapangan melalui
Gas Rumah Tangga, | Infrastrulctur mctodec wawancara, ccl fisikk dan/atau
Konverter  Kit  untuk metode lain vang telah ditetapkan
Nelayan dan Petani Kecil 4) Menynisuin berita acara hasil pengecekan
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Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
lapangan
- - + | 5) Menyusun laporan -
Pemberian Subsidi Bahan Bakar | Ketepatan Penerima Subsidi | 1) Dapatkan data pcnecrima /pclaksana
Subsidi Bidang | Minyak dan Listrik | dengan Kriteria Penerima subsidi dari instansi terkait
ESDM yvang | untuk Rumah Tangga | Subsidi yang tclalh | 2) Dapatkan kiitcria penetima/pelaksana
tepat sasaran 900 VA ditetapkan subsidi yang telah ditetapkan
3) Lakukan pengecekan lapangan melalui
metode wawancara, cek fisik dan/atau
metode lain yang telah ditetapkan
1) Menyusun berita acara hasil pengecckan
lapangan
5) Menyusun laporan
25. UrusanPemerintahan BidangPerindustrian
Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Rencana Pembangunan | Seluruh Perusahaan | Rencana pembangunan | Pengendalian dan evaluasi
Industri di | industri yang berada di | industri pelaksanaan rencana pembangunan

Pendataan

Piovinsi/Kabupaten/Kota

Industri

Piovinsi/Kabupaten/Kota

Scluruh Pcrusahaan

Provinsi/Kabupaten/Kota

terlaksana dengan bhaik

Data Industri pada Sistcm

industii provinsi/kabupaten/kota

1) Mendorong I’crusahaan Industri
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Daerah

perundangan yang berlaku

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Nasional industri yang berada di | Informasi Industri Nasional di masing-masing daerah untuk
Republik Indonesia (SIINAS) terisi » dengan melengkapi profil perusahaansdi
lengkap SIINAS

2) Pemantauan dan pengawasan
lccpatuhan penyampaian data ke
Sistem Informasi Industri

Nasional
Perolehan Izin Usaha | Seluruh Perusahaan | Seluruh industri beroperasi | Pengawasan dan  pengendalian
Industri industri yang berada di|sesuair dengan ketentuan. kepatuhan wusaha industri dan

Kawasan industri dalam memenuhi

ketentuan perizinan industri dan
perizinan Kawasan industri
Pemberian  sanksi  administratif

nntuk pelanggaran 1T Besar, TPUT
Besar, IUKI dan IPKI

26 TirmsanPemerintahan BidangTransmigrasi

Fokus Sasaran Indikator Langkah Kerja
Pembangunan | Pemukiman Transmigrasi | Satuan Pemukiman | Audit Pémbanglman Sarpras dan
Permukiman di Satuan Pemukiman- Terbangun (Satuan | Penempatan Transmigran
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Transmigrasi Pemukiman) Audit terhadap kepatuhan dan peraturan

perundangan undangan |
Pengembangan | Kawasan Pengembangan | Kawasan Binaan Baru dam| Audit  Input Pengembangan Kawasan
Kawasan Transmigrasi dan | Lama (T+1 s.d T+5) dan | Transmigrasi (Membandingkan  dengan
Transmigrasi Kawasan Perkotaan Baru | Kawasan Perkotaan Baru. Juknis Juknis Pengembangan Kawasan

Transmgirasi)
Audit terhadap kepatuhan dan peraturan

perundang undangan




é

[II. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KE-ALA DAZRAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap psrangkst daerah dilakukan o.ch

Inspektora: Daerzh, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program:/kegiater: yang tercantum: dslam

rencana pembangunan jangka menengan dan/atau rencare Kkerja

pemerintah deerah tahun 2021 dengan sasaran program, kegicten ya=g

memiliki risiko tinggi.

2. pemeriksaan dengan tujuan -ertentu, yaitu:

a.

b.

pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan
masyaraket yang berincikasi penyalahgunear wewenang dan tmndak
pidana korupsi;

peniatuhan sanksi administratif kepada bupati/wzli kotz, dan
DPRD olel inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat sesuai dengan kew=nangannya; dar
penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah dengan sasarer
kasus kerugian negare yang dilimpahxan oleh aparat penegzk
hukum untuk dilakakan perhiturgan kerugien ketzngar

negara/daerah.

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspekto-at

daeran, meliputi:

a.

Kinerja Rutin Pengawasan

1) reviu rencana pembangunan jengka menengeh deerah (EFJMD:!

dan rencana strategis perangkat daerah (Renstrz PD' dengenr

sasaran men'aga konsistensi rencana pembangunar .zngke
panjanz(RPJP) dengan RPJML serta meyaxinkan peryusunsr

RPJMLC dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidelk

perencanaan,;

2) reviu dokumsn perencanaan pembargunen can anggsrer
daerah tahunen (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RXA SKPC
termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga kcnsistens:
RPJMLC dengan dokumen perencanaan pembangunar. dzeran.
menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah aosnger
dokumen penganggaran daeran serta meyak:nkan peryusunar
dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerzh

tahunan telah sesua- dengan kaidah perencanaan;



3)

4)

-
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reviu .aporan keusngan pemerintah caeran dengan sasaran
memberikan keyakinan secera terbatas bahwa tidex ada
modifikasi material vang dilakukan dan laporan keuangan tziah
disajikan berdasarakan sistem pengencelian intern yang
memacai dan sesuai dengan standar akuntersi pemerintahan:
~eviu laporan kinerja dengan sasarar memberikan keyakinan
secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menysjikan
informas: kinerja yang andal, axurat dan berkualitas;

reviu laporan laporan penyelenggaraar pemerintahaa daerah
(LPPD) dengan sasaran memberikan kevakinan meng=snai
akurasi, keandalan, dan keapsahan informasi kinera dalam
LPPD;

pemeriksaan atas penagihan nenerimaan nzgara bukar pajak
dengar: sasaran meyakinkan pemer:ntehan daereh telzh
melaksarakan optintalisasi dalam penagihan penerimaan negara
bukan pgjak;

reviu dena alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran
meyakinkan pemerintah daerzh dalam penwvaluran DAK Fisik
telah memenuhi persyaratan dokumen;

evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dJdengsr
sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendaliar
Internal Pemerintah di lingkungan pemerintal daerah;
monitoring penyerapan anggaran/pemeri<saan kas cengan
sasaran memberikan keyakinan banwa target penyeraper
anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai cengar

perencanaan; dan

10) monitor:rrg dan evaluasi tindak lanjut nasil pemeriksaan Badar

Pemerixsa Keuangan serta tndak lenjut nasil pemerksasr
aparat pengawas internal pemesrintah dengar sasaran ternadap

temuar. pemeriksaan yang berlarut-larut peryelesaiannya

‘l ° o °
b. Pengawasan Prioritas Nasional

1)

tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas inze:T
pemerintahdan aparat penegak hukum calam penangansr
laporar:/pengaduan masyarakat vyang berindikasi korups:
dengan  sasaran meyakinkan = penangenan = pengzdusr
masyarakat yang berindikasi korupsi telsh mengact paca

perjanjian kerja sama Kementerian Dalan: Negeri, Kejexsaan.
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Kepolisian Negara Republik Inconesia;

2) operaswonalisasi sapu bersih pungutan liar dengan szsaran
meyak:nkan pelayanan publix di masing-masing pemerinizh
daerah telah bersih dari punguran liar;

3) evaluasi perencanaen dan perganggaran yang berbas:is zencer
(responsive gendér) dengan sasaran meyakinkan perencarnean
dan pengangga-an daerah telal memperhatikan gender;

4) dana desa:

a) daerah provinsi melakukan mcnitoring dan evaiuas: cazaa
desa dengan sasaran meyakinkan peme-inteh dasreh
kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya celem
permbinaan dan pengawasan dana desa; dan

b) daerah kabupaten/kota melakuka= pemeriksaan dara desa
derrgan sasaran meyakin<an pemerintah desa teleh
mengelola dana desa mulai deri penyaluran. pengguraen
dar pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan
perandang-andangan;

5) Dantuan operasional sekolah (BOS):

a) insopektorat daerah provinsi dengan sasaran:

(1) meyakinkan sekolah menengah atas;sekclah menergsh
<ejuruan telah mengelola cana BOS mulai dzari
onenyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabar. tzlah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; den

(2) meyakinkan pemerintan daerah kabupaten/xote telzh

‘ menjalankan  tugasnva  dalam  pembinzan = dan

sengawasan dana BOS;

b) inspektorat daerah kabupazen/kota melakukan pemerksazn
bartuan cperasional sezolah dasar dengan sesaran
mevakinkan sekolah telah mengelcla dana BOS muz: dzri
penyaluran, penggunaan dan pertanggungjewasan t=lah
sesuai dengan ketentuan perundang-undengan.

4. Pengawalen Refcrmasi Birokrasi
a. pen:laian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sesaran
meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan -=levan
dengan‘pelaksanaan reformasi birckrasi;
b. asistensi pembangunan reformasi ©Dirokrasi dengan sesarar

pendampirgan kepada perangkat daeral: dalam: membengur: stb

&
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area penguazan pengawasan, meliputi:

1) sistem pengendalian intern pemerinzah;

2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3) verifikasi laporan harta kekayzan penyelenggara negara/.aporan
harta kekayaan aparatur sipil negara;

4) penilaian internal zona integritas;

S) penanganan benturan kepentingan;

6) penanganan laporan pengaduan (whistie blower system; can

7) penanganan pengaduan masyarakat.

S. Penegakan Integritas

a.

dukungan peslaksanaan survei penilaian integritas dengar sasaran
neyakinkan kesiapar pemerintal: daerah dan tersecianya alokasi
anggaran secara memadai; dan

monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengar sasaran
aksi pencegahan dan penindakan korupsi teriritegras: vang
dikoordinasikan oleh XPK dan aksi pencegahan <orupsi vang

dikoordinasikan oleh Tim Stranas ~K.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerirztan

oo T P

AP

Penerapan Manajemen Risiko;

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

Audit Kiner g;

Audit Investigasi;

Pemeriksaan DAK Fisik;

Pendidikar: kerjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditcr: dan

Pendidikar Sertifikasi di bidang pengawasan lainaya.
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